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KATA SAMBUTAN
Bismillahirrahmanirrahim

I OOAIT Al O déwarahinat&lléhi wabarakatuh |,

Segalgpuji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwa 4 A & Atdséafimat

dan karunia-Nya, sehingga Modul Pembinaa Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

(PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan

baik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu

O!'1 AEEE 7AOAIT T A h AAOAOOA péndikutbyh Diggha aknd AE A A A C
zaman.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan ekonomi dan
kesejahteraan umat Islam. Oleh karena itu, peran PPAIW KUA menjadi sangat strategis
dalam memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam peksanaan ikrar
wakaf. Sebagabagiandari tugaspelayananumat, PPAIWmemiliki tanggungjawab untuk
memastikanbahwa setiap prosesperwakafan berjalan sesuaidenganprinsip syariahdan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modul ini disusun sebagai baign dari program pembinaan bagi PPAIW dalam
meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta pemahaman mereka terhadap regulasi
perwakafan.Materi yangdisajikan dalammodul ini mencakupberbagaiaspek,mulai dari
dasarhukum wakaf, prosedur pembuatanaktaikrar wakaf,hinggaperan strategisPPAIW
dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan
para PPAIW mampu menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami berharap, modul ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam
pelaksanaantugasPPAIWdi seluruh wilayah Indonesia.Semogamelalui upayaini, sistem
perwakafan di Indonesia semakin tertata dengan baik, memberikan manfaat luas bagi
masyarakat, serta berkontribusi dalam pembngunan sosial dan ekonomi berbasis
wakaf.

Ucapanterima kasih kami sampaikankepadasemuapihak yangtelah berkontribusi
AAT Ai DAT UOOOT Al I T AOI ETE8 3AITCA '!'I11AE
memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua dalam mengmkan amanabh ini.

7AO00AIT Al O déwvarBhinatildhi wabarakatuh. 7
‘,/:;_:\.\AT;: Yan
Direktur JepdéfalBimbiigan,

/B

asyarakatlslam

ZBLIK N0/

ProfDr-H. Abu/Rokhmad, M.Ag.
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B ~KATA PENGANTAR
I OOAIT Al Odéwarhahinatéllédhi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunhdya,
sehinggamodul PejabatPembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama(KUA)
ini dapatdisusundan diterbitkan sebagaibagiandari upayapembinaandan peningkatan
kapadtas bagi para pejabat yang bertugas dalam pelayanan perwakafan di Indonesia.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perwakafan, Kementerian Agama
Republik Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan terhadap PPAIW
KUAKecamatanPeranPPAIWsangatstrategis dalam menjamin legalitas dan keabsahan
ikrar wakaf, sehingga keberadaan mereka tidak hanya berdimensi administratif, tetapi
juga memiliki nilai ibadah yang besar dalam mendorong kesejahteraan umat.

Modul ini disusun sebagai bagian dari pemhbaan yang berkelanjutan bagi para
PPAIW, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, modul ini juga membahas aspek hukum,
administrasi, sertateknis dalam prosesperwakafan agarpara PPAW dapat menjalankan
perannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi rujukan utama dalam
pembinaan dan peningkatan kapasitas PPAIW, sehingga dapat memberikan manfaat
yang besar bagi pengembangan perwakafan di Indonesia.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat digunakan dengan sebaiaiknya dan
menjadi pedoman yang bermanfaat dalam meningka#in layanan wakaf di Indonesia.
Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas setiap langkah kita dalam
mengelola dan memajukan perwakafan demi kemaslahatan umat dan bangsa.

7AO00AIT Ai & dnvarBhinatilghi wabarakatuh.

D@%tg{'fﬁg berdayaanZakat dan Wakaf
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BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Wakaf merupakan salah satu instrumenpenting dalam sistem keuangan dan
kesejahteraan umat Islam (Bhaihagi & Rahayu, 2025). Allah SWT berfirman dalam
0OS AlRanarah avat 287 vana herhiinvi-

amrmuw( ~ s, CHBFOAEMEbRY 0 Aes EVFMT-eeP enbrin
[ Gep £0 207 ZrT-GRM CT LI sthaFe T i Ok 610 e

O 7 A Bbéamg-orangyang beriman, infakkanlah sebagiandari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlahkamu memilih yangburuk untuk kamu infakkan, padahalkamutidak mau
mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.
Ketahuilah bahwa Allah Mahakayalagi AEA 4 AOPOEEOG S8

Di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur melalui Undantyndang Tentang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang diperkuat dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndangNomor 41
Tahun 2004 TentangWakaf.Salahsatu aktor kunci dalam pelaksanaanperwakafan
adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2018 pada pasal 37 ayat (1) disebutkan
bahwa PPAIW harta bendavakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA
dan/atau pejabatyangmenyelenggarakarurusan wakaf. Selanjutnya padaayat(2)
juga disebutkan bahwa PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah
Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk @h Menteri. PPAIW merupakan
pejabat yang berwenang, yang ditunjuk oleh Menteri Agama, untuk membuat Akta
Ikrar Wakaf (AIW). Dengan demikian, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan bertindak sebagai PPAIW.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 &ntang Wakaf, PPAIW
mempunyai peran dalam membuat akta ikrar wakaf. PPAIW juga berperan dalam
menyajikan administrasi wakaf, pelayanan kebutuhan calon wakif, dan
mengantisipasi sengketa wakaf (Mardamin & Burhanudin, 2021; Wibisono &
Muhammad, 2024). PPAIW juga memiliki tanggung jawab penting dalam
menjembatani kepentingan wakif dan nazhir, serta memastikan bahwa proses
wakaf berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundangndangan yang
berlaku (Mardamin & Burhanudin, 2021).

Namun,dalamimplementasinya,tantanganpengelolaanwakaf di tingkat KUA
masih sangat besar. Menurut data Kementerian Agama, tanah wakaf di Indonesia
yang telah bersertifikat baru mencapai sebanyak 53% atau 445.504 l|okasi
(Firmansyah,2025; Kemenag2025). Hal tersebut disebabkanoleh berbagaifaktor,
antara lain: keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, masih rendahnya
kapasitasteknis administrasi, dan kurangnya pemanfaatansistem digital seperti e-
AIW (Almalik, 2025)

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembinaan terstruktur dansistematis
bagipara PPAIWagarmampu menjalankantugasnyasecaraprofesional, akuntabel,
dan sesuai prinsip syariah serta peraturan perundangindangan. Diriwayatkan
oleh Imam Thabrani, berbunyi, "SesungguhnyaAllah mencintai seseorangyangjika
mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya secara itgan (sempurna dan
DOl ZAOCGET T A1l Q6 j (28 4EAAOAT EQ8 3AlI AE OAOO




PPAIW adalah dengan menyediakan modul pembinaan. Dengan adanya modul
pembinaan ini, diharapkan para PPAIWJapat memainkan perannya secara lebih
efektif sebagai garda terdepan dalam memastikan praktik wakaf yang legal,
bermanfaat,dan berkelanjutan dalam rangka membangunkesejahteraanumat dan
mendukung tujuan pembangunan nasional.

Tujuan Modul Pembinaan

Pembinaanterhadap PPAIWbertujuan:

1. Menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi KUA
sebagai PPAIW.

2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan PPAIW baik dalam bidang
penguasaan pengetahuan Syariah, keuangan, manajemen, maupun kapasitas
personaldalam bentuk sikap kepemimpinan pribadi dankepeloporansebagai
penyelenggara wakaf.

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perwakafan
yang efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat.

4. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas PPAIW dalam peyelenggaraan
administrasi perwakafan.

5. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap PPAIW serta ekosistem
perwakafan secara umum.

Peta Kompetensi

Peta kompetensi dalam modul pembinaan PPAIW dirancang untuk memberikan

arahyangjelasterhadap penguatankapasias PPAIWdIi lingkungan KUA.Modul ini

menyajikan berbagai materi yang mencakup pemahaman regulasi wakaf, strategi
pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi
wakaf, serta penguatan sinergi antar lembaga terkait. Dengan mekatan ini,
pembinaan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, guna meningkatkan
kemampuanPPAIWdalam mengelolawakaf secaraprofesional,amanah,dan sesuai
dengan regulasi.

Secara khusus, modul ini bertujuan agar para PPAIW mampu memahami
seara komprehensif kebijakan dan regulasi perwakafan di Indonesia, serta
memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam pengelolaan dan
optimalisasi aset wakaf untuk kesejahteraan umat. Peta kompetensi ini
mencerminkan kebutuhan akan integrasi antara engetahuan konseptual
(kognitif), sikap profesional dan religius (afektif), serta keterampilan teknis
(psikomotorik), sehingga PPAIW dapat menjalankan peran strategisnya dalam
mendukung pembangunan nasional melalui tata kelola wakaf yang baik.

Ruang Lingku p Penggunaan Modul

Modul ini menyajikan materi pembinaan yang meliputi berbagai aspek penting

dalam tata kelola wakaf, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan

kompetensi PPAIW. Materi yanglisampaikanmeliputi: Pendahuluan, Pemahaman

Pengetahuan Daar Perwakafan, Peraturan Perundang/ndangan Terkait

Pengelolaandan PengembangarHarta BendaWakaf (HBW), Tugasdan PeranKUA

sebagailPPAIW,PeranKUAdalam PembinaanMasyarakatTerkait Wakaf, Prosedur

Administrasi HBWTidak Bergerakdan BergerakSelainUang, TataCaralkrar Wakaf

dan e-AlW, PemberianRekomendasikepadaNazhir, Sinergi PenjagaanHBW Tidak

Bergerak dan Bergerak Selain Uang, Inventarisasi Data HBW, Pencegahan Konflik

Wakaf, serta Perancangan Aksi Kolaborasi, Refleksi, Evaluasi Pembinaan, dan

Penutup.



Seluruh materi tersebut disusun untuk membekali PPAIW pada aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam bidang pengelolaanwakaf secaraamanah,
profesional, dan sesuai regulasi. Adapun ruang lingkup materi dalam modul ini
terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Materi Dasar, mencakup pengantar dan pemahaman fundamental mengenai
konsepwakaf,landasanhukum, sertaperan strategis PPAIWdalamtata kelola
perwakafan.

2. Materi Kompetensi Inti, mencakup keterampilan teknis dan administratif
yangharus dimiliki PPAIW termasuk tata caraikrar wakaf, pengelolaanharta
benda wakaf, dan penggunaan sistemA&lW.

3.  Materi Penunjangmencakupstrategi kolaborasi,pencegaharkonflik, refleksi,
dan evaluasi pembinaan untuk memperkuat implementasi peran PPAIW
secara menyeluruh.

Sasaran Modul
Sasaran pembinaan pada modul ini adalah panduan pembinaan bagi Kepala KUA
selaku PPAIW di tingkat Kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalitasnya. Sekaligus menciptakan ekosistem perwakafan yang lebih
tertata dan terencana secara komprehensif. Selain itu, modul ini juga bermanfaat
bagi pelaku perwakafan lainnya, seperti Badan Wakaf Indonesia, Nazhir, dan yang
terkait.

Desain Kegiatan

Kegiatan pembinaan PPAIW disusun dengan pendekatan yang komprehensif,

mengikuti tahapanpembinaanaktif yangberpusat padapeserta.Prosespembinaan

ini dirancang dengan mengintegrasikan tiga ranah domain pembinaan, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun kerangka pembinaannya dijelaskan

pada Gambar 1.1.

Kognitif Afektif Psikomotorik
(Pengtahuan) (Sikap) (Keterampilan)

“

Gambar 1. 1. Tiga Ranah Domain Pembinaan PPAIW

Padaranah kognitif, pembinaandifokuskan untuk meningkatkan pemahaman
peserta mengenai konsep dasar wakaf, termasuk aspek hukum dan regulasi yang
mengaturnya. Selanjutnya, pada ranah afektif, pembinaan diarahkan untuk
menumbuhkan sikap positif, komitmen, serta kepedulian terhadap pentingnya
pengelolaan wakaf secara amanah dan berkelanjutan. Sedangkan, pada ranah
psikomotorik, pembinaan bertujuan membelali peserta dengan keterampilan
praktis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, sehingga
mampu menerapkan pengetahuan dan nilanilai wakaf dalam praktik nyata di
lapangan.
Panduan Penggunaan Modul
Modul ini dirancang agar materi dan m&de yang digunakan dalam pembinaan
menjadi terstandarisasi. Hal ini untuk memastikan konsistensi substansi sehingga
peserta menerima materi yang sama dan dengan urutan yang sama. Diharapkan
dengan panduan ini, kualitas program dapat lebih berkualitas daterukur.

Modul secaraspesifik berisi tujuan pembinaandari setiap materi, mediayang



digunakan,dan alokasiwaktu yangdibutuhkan di setiap pokok bahasannyaModul
jugadilengkapi denganPre-Testdi awal pembinaan,PostTest refleksi dan evaluasi
sertarencana tindak lanjut untuk melihat pencapaian dan dampak pembinaan.

Alur proses penggunaan modul ini mencakup penyampaian materi yang
terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: materi penunjang di awal (intro) dan di
akhir modul (outro), materi umum, serta materi inti. Struktur penyampaian ini
dirancang untuk membangun pemahaman peserta secara bertahap dan
menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.

‘ Materi Pembuka |

Materi Dasar Materi Inti

Gambar 1. 2. Alur Proses Penggunaan Modul
Rincian penjabaran materi dalam modul pembinaan disajikan secara
sistematis dan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. 1. Rincian Penjabaran Materi dalam Modul Pembinaan

No. Materi JumlahJP
MATERI DASAR
1. | Tugasdan PeranKUAsebagaiPPAIW 1
MATERI INTI
1 Peran Kepala KUA sebagai PPAIW dalam Pembinaan 6
" | Masyarakat terkait Pengelolaan Wakaf
2. | TataCaralkrar Wakafdan E-AIW 4
3. | TataCaraPemberianRekomendasikepadaNazhir 2
4 Proses Administrasi Harta Benda Wakatftidak bergerak dan 5
" | bergerak selain uang
5 Optimalisasi PenjagaanHarta Benda Wakaf tidak bergerak 5
" | dan bergerak selain uang
6 Inventarisasi Data Harta Benda Wakaf tidak bergerak dan 5
" | bergerak selain uang
7 PencegaharnKonflik Harta Benda Wakaf tidak bergerak dan 5
" | bergerak selain uang
MATERI PENUNJANG
1. | PreTest 0,5
2. | PostTest 0,5
3. | EvaluasiPenyelenggaraan 1
4. | Total JamPembinaan 23

Pendekatan Pembinaan

Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi),
pendekatan andragogi melibatkan Metode pembelajaran yang pastpatif, seperti
diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek.
Pendidik dalam konteks andragogi berperan sebagai fasilitator yang membantu
peserta didik menemukan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan



merekasendiri, daripada hanyamemberikan informasi secarasatu arah.

Model praktis dari pendekatan andragogi berbasis pengalaman dan

partisipasi aktif peserta didik sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.

Peserta Peserta
terlibat dalam merefleksikan
pengalaman ataumerenungkan
langsungatau pengalaman

kejadianyang tersebut.

Peserta Pesertamulai

menguiji membentuk konsep
konsep : atau generalisasi
tersebutdalam berdasarkanrefleksi
situasi atau mereka terhadap
pengalaman pengalaman

Gambar 1. 3. Model Pendekatan Andragogi Siklus Kolb
Dengan pendekatan ini dapat dijelaskan beberapa hal dalam proses

pembelajaran pembinaan antara lain:

1.

Pembelajaran Berbasis Pengalaman. Pesdgman peserta dilapangan terkait
pengelolaanwakaf merupakan sumber belajar yangberhargadan menjadikan
pengalaman sebagai titik awal dari proses pembelajaran.

Partisipasi Aktif. Partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran
menekankan bahwa pesed sebagai pembelajar mandiri yang bertanggung
jawab atas pembelajaran mereka sendiri serta merefleksikan pengalaman
mereka dan menguji konsegkonsep yang ada

Relevansi dan Penerapan. Pentingnya pembelajaran yang relevan dengan
kebutuhan dan minat peserta,serta dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Model pendekatan yang ada dapat mereka gunakan untuk
memecahkan masalah atau mencapai tujuan mereka.

Prinsip Pembinaan

PembinaanPPAIWmengacupadalima prinsip utamacoachingkepemimpinanyang
efektif menurut Cecilia Gorman, yang berfokus pada pengembangan potensi dan
profesionalisme melalui pendekatan yang humanis dan terstruktur.

1.

MembangunKepercayaan dan Hubungan Fondasi Pembinaan. Kepercayaan
adalah dasar utama dalam hubungan coaching yang suksesniinaan yang
efektif harus menciptakanlingkungan amandan terbuka melalui konsistensi,
empati, kerahasiaan,dan komunikasi yangmembangunhubungan.Hubungan
ini memungkinkan peserta untuk terbuka terhadap perubahan dan
pengembangan diri secara berkelanjan.

Mendengarkan Aktif- Kekuatan Inti Seorang Pembina. Mendengarkan aktif
tidak sekadar mendengar katekata, tetapi juga memahami emosi, bahasa
tubuh, dan makna di balik ucapan. Teknik yang digunakan meliputi
keheningan reflektif, mendengarkan reflektifdan pertanyaan terbuka yang



mendalam. Hal ini membangun kepercayaan dan memperkuat efektivitas

pembinaan.

3. Penetapan Tujuan- Arah yang Jelas dalam Pembinaan. Tujuan pembinaan
berperan sebagaipanduanutama. Tujuan yang efektif harus bersifat spesifik,
terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu (SMART). Setelah itu, rencana
aksi dan pemantauan berkala disusun bersama coachee untuk menjaga
kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

4. UmpanBalik Konstruktif - Katalisator Pertumbuhan.Umpanbalik adalahalat
penting dalam coachingyangharus disampaikan secaraspesifik, tepat waktu,
dan dengan pendekatan membangun. Proses ini harus bersifat dua arah
coachee pun didorong memberi umpan balik kepada coach untuk
menciptakan hubungan yang saling berketvang dan memberdayakan.

5. Pendekatan Berbasis Kekuatan Mengoptimalkan Potensi. Fokus pembinaan
diarahkan pada penggalian dan pemanfaatan kekuatan coachee, bukan pada
kelemahannya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi kekuatan melalui
refleksi, integrasi kekuatan dalam tugas seharhari, serta pengakuan dan
apresiasi atas pencapaian yang berbasis kekuatan.

Kelima prinsip tersebut membentuk kerangka strategis dalam proses
pembinaan PPAIW, dengan tujuan menciptakan agen perubahan yang berdaya,
reflektif, dan profesional dalam mengelola amanah wakaf. Kerangka ini dijelaskan
secara visual pada Gambar 1.4.

Membangun
Kepercayaan
danHubungan

- Fondasi
Pembinaan

Pendekatan Mendengarka
Berbasis n Aktif -
Kekuatan- Kekuataninti
i Seorang
Pembina

Prinsip
Pembinaan

Penetapan
Tujuan- Arah
yangJelas
dalam
Pembinaan

UmpanBalik
Konstruktif -
Katalisator
Pertumbuhan

Gambar 1. 4. Prinsip -Prinsip Pembinaan Model Gorman
Sumber:Gorman(2023)
Target Peserta
Target peserta pembinaan adah PPAIW yang berjumlah sebanyak 5.917 Kepala
KUA.Setiapkegiatan pembinaanakandiikuti oleh maksimal 30 peserta,yangtelah
memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menyatakan kesediaannya untuk
mengikuti kegiatan secara penuh.
Fasilitator
Fasilitator dalam pembinaan PPAIW berperan dalam memandu proses diskusi,
memecahkanmasalah,dan pengambilankeputusan agar pesertadapat belajar dan
berkembang secara mandiri. Fasilitator memiliki peran diantaranya:
1. Fasilitator membantu kelompok atau individu untuk mengkuti alur yang

sistematis dan terstruktur.



5.

6.

Fasilitator menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif agar
peserta merasa bebas untuk berpartisipasi dan berdiskusi.

Fasilitator mendorongsemuapesertauntuk berpartisipasi aktif dalamproses
diskusi dan pengambilan keputusan.

Fasilitator membantu peserta untuk berkomunikasi secaraefektif, saling
mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda.

Fasilitator membantu kelompok untuk mengeloladan menyelesaikarkonflik

secara efektif.

Fasilitator memberikan Umpan Balik yang konstruktif kepada peserta untuk
membantu mereka belajar dan berkembang.

Acara Kegiatan
Susunanacarakegiatanpembinaansebagaimanadiuraikan padaTabel 1.2.
Tabel 1. 2. Susunan Acara Pembinaan Kepala KUA sebagai PPAIW

No Hari Pertama

Keterangan

1
2

w

10

11
12

13
14

15
16

17
18

12.00-13.00
13.00-15.30

15.30-16.00
16.00-18.00

18.00-19.30
19.30-21.00

Hari Kedua
07.30-08.00
08.00-10.00

10.00-10.15
10.15-12.00

12.00-13.00
13.00-13.45

13.45-14.00
14.00-15.30

15.30-16.00
16.00-17.30

17.30-19.30
19.30-21.00

Pesertacheckin dan makansiang
MembangunAwarenes$eran KUA dalam
Mengembangkan Perwakafan Nasional
Perkenalan BerbagiPengalamanMotivasi,
Kesiapan pembinaan

Overview kegiatan

Istirahat

Pembukaanoleh Pimpinan

O! Oweliijakan StrategisK UAsebagaiPPAIW
Istirahat

Materi Umum: O 4 O @ah PeranKUAsebagai
00! )76

ReviuHarian

Materi Inti 1: 0 0 A &WAisebagaiPPAIWdalam
PembinaanMasyarakatterkait Pengelolaan
7AEAZA8O0

CoffeeBreak

Materi Inti 1: © 0 A &WisebagaiPPAIWdalam
Pembinaan Masyarakat terkait Pengelolaan
7AEAE86 j1 AT EOOAT pqQ
Istirahat

Materi Inti 1: 0 0 A &@WalsebagaiPPAIWdalam
PembinaanMasyarakatterkait Pengelolaan

7 A E Aldegutan 2)

Ice Breaking

Materi Inti 2: O 4 Ac&rdPengesaharikrar
wakafdane-! ) 7 0

Istirahat

Materi Inti 2: O 4 Acar@Pengesaharikrar
wakafdane-! ) 7(lanjutan)

Istirahat

Materi Inti 3: 0 4 Ac@#@Pemberian

2AET T AT AAOE EAPAAA | A



No Hari Pertama Keterangan
Hari Ketiga

19 07.30-08.00 ReviuHarian

20 08.00-09.30 Materi Inti 4:O 0 O TAGniristrasi Harta Benda
WakafTidak Bergerakdan Bergerak Selain
5A1 Co

21 09.30-09.45 CoffeeBreak

22 09.45-11.15 Materi Inti 5:0/ D OE | Rehjig@eiHarka
Benda Wakaf Tidak Bergerak dan Bergerak
OAl AET 5A1 Cb

23 11.1512.00 Ice Breaking

24 12.00-13.00 Istirahat

25 13.00-14.30 MateriInti 6:0) T OAT OdtabEra Bedda
WakafTidak Bergerakdan Bergerakselain
5A1 Co

26 14.30-15.30 Istirahat

27 15.30-17.00 Materi Inti 7:00 AT A AKpwk Adrta Benda
WakafTidak Bergerak dan Bergerak selain
5A1 Co

28 17.00-19.00 Istirahat

29 19.00-21.00 MerancangAksi

Hari Keempat

30 07.30-08.00 ReviuHarian

31 08.00-10.00 Post-Test,Refleksi,Rencanarlindak Lanjut

32 10.00-10.15 CoffeeBreak

33 10.1512.00 Evaluasi& Penutupan

dengan

Modul ini merupakan panduan bagi fasilitator guna memandu jalannya
kegiatanpembinaan.Meskidemikian, penyesuaiansecaradinamis dapatdilakukan

menjaga dinamika dalam pelaksanaannya dan tetap menjaga

kesesuaiannya dengan tujuan danasaran pembinaan.



BABII
MEMAHAMI PENGETAHUANDASARPERWAKAFAN

Ringkasan

Bab ini membahas tentang memahami pengertian wakaf, tujuan dan fungsi wakaf,
fungsi sosial dan ekonomi wakaf, tujuan wakaf dalam pembangunan nasional,
wakaf sebagai instrumen Kkesghteraan dan keberlanjutan, mengetahui
perkembanganperwakafan nasional,sejarahdan transformasi wakaf di Indonesia,
dinamika regulasi dan kebijakan wakaf nasional, tantangan dan peluang
perwakafandi eramodern, sertaperan strategiswakaf produktif di eraindustri 4.0.
Pengertian

Wakafmerupakan salahsatuinstrumen penting dalam ajaran Islam yangberkaitan
erat denganaspekibadah dan sosial. Dalamkonteks bahasa(etimologi), kata wakaf
berasaldari bahasaArab C L| fat@¥aqf), yang berarti Gnenahard @erhentid &au
Of ATAACAEG j: OEOEUh c¢mpudg8 -AET A AAOAOI UA
tidak berpindah tangan atau kepemilikannya tidak berubah, tetapi manfaat dari
bendatersebut tetap dapat diberikan atau disalurkan. Dalambahasalnggris, istilah

ini umum dikenal sebagaiendowmentatau charitabletrust, yaitu harta yangditahan
untuk digunakan bagi kepentingan amal secara berkelanjutan (Kahf & Mohomed,
2017).

Selanjutnya, definisi wakaf secara terminologis mengacu pada madzhab
madzhab figih (Hidayat,c mp ¢ 8 O0AOOAI Ah [ AT OOOO - AAUEAAZ
menahanharta milik yangdapatdipindah dan bisadimanfaatkandengantetap utuh
barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada
sesuatu yang mubah dan mawjdd (berwujud)Kedua, menurut Madzhab Hanafiy,
wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang
disedekahkan adalah manfaatnya saja.

Ketiga, menurut Madzhab Malikiy, wakaf adalah menjadikan manfaat benda
yangdimiliki, baik yangberupasewaatau hasilnyauntuk diserahkan kepadaorang
yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh yang mewakafkan. Keempat, menurut Madzhab Hanbaliy, wakaf
adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanyang
bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan
pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dengan demikian, wakaf secara terminologis dalam hukum Islam dapat
didefinisikan sebagai tindakan menahan harta darikepemilikan pribadi dan
menetapkan manfaatnya untuk tujuan ibadah atau sosial, dengan prinsip utama
bahwaharta pokok tidak bolehdijual, diwariskan, ataudialinkan. Prinsip ini dikenal
dengan istilah perpetuitas, yakni keberlangsungan manfaat untuk kepengan
umum tanpa batas waktu atau sesuai dengan ketentuan akad wakaf (Kahf, 2003).
y I Al 3UAZEGSE | AT EAI AOGEAT OA1T OAT ¢ xAEAAE OA
dan menggunakan hasilnya (benefit) untuk jalan Allah,” dan ditegaskan bahwa
pokok harta tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hanyamanfaatnya
yang boleh digunakan untuk kepentingan umum dan agama (Awalluddin, 2022).

Wakaf merupakanibadah sosialyangberpahalaterus-menerus,sebagaimana
tercermin dalam Al 006 AT  -Bdp@dhCayati261 yang menggambarkan
ganjaran berlipat bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

wsgbﬁm th@mEq 5@ Mbabaﬂ b pefhpe Pl imi pp el E B
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Perumpamaanorang-orangyangmenginfakkanhartanyadi jalan Allah adalah

seperti (orangorang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh
tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi
siapayangDia kehendakiAllah Mahaluaslagi MahaMengetahui. (Al Bagarah261)

Dalam praktiknya, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti
tanah dan bangunan,tetapi juga telah berkembang mencakup wakaf uang (cash
wagdf), surat berharga syariah, bahkan aset digital yang bernilai. Semuabentuk
wakafini diikat oleh prinsip utamayaitu nilai kemanfaatanyangberkelanjutan dan

penggunaannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, tempat
ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengentasan kemiskinan
(Mutmainah et al., 2022; S et al., 2025). Dengan demikian, wakaf bukan hanya
merupakan bentuk amal jariyah, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang
memiliki potensi besardalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakatjika dikelola
secaraprofesional dan sesuaiprinsip syariah (Pinasti & Achiria, 2024; Wibowo,
2023).

Di Indonesia, pengertian wakaf diperkuat oleh Undantgndang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan
hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian h&a miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.

Secara regulasi, berdasarkan Pasal 6 Undakmdang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, Wakf dilaksanakan dengan memenuhi 6 (enam) unsur wakaf
sebagaimana pada Gambar 1.1.

Wakif, yaitu:

Nazhir;

Harta BendaWakaf;

Ikrar Wakaf;

peruntukan harta bendawakaf;

jangkawaktu wakaf.

Pengaturan kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong
pengelolaanwakaf yang profesional, akuntabel,dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum maupun secara moral.

Memahami Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang memiliki kontribusi
besar untuk pembangunan sebuah negar@®PN/Bappenas, 2018). Dalam konteks
Islam, wakaf dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus
mengalir kepadamasyarakatluas (Wahyuni et al.,2023). Memahamihukum wakaf
termasuk bagian dari menjaga agaméifdzuddin).

Di Indonesia, wakaftelah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui
UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf,yangmemperjelasregulasi
pengelolaandan pengembangarwakaf untuk mendukungpemberdayaanumat dan
pembangunan nasional. Selain sebagai instrumen ibadah, ked juga memiliki
fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Melalui pengelolaan aset wakaf yang
produktif, lembaga wakaf mampu memberikan kontribusi signifikan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan
memperkuat basis ekonomi syariah (Zainuddin et al., 2020). Fungsi utama wakaf

~po0oT®
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mencakup penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan
kemiskinan, yang semuanya mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil
dan sejahtera (Widiastuti et al., 2022

"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari
seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan
di hari Kiamat" (HR. Muslim).

Peran strategis wakaf dalam pembangunan nasional semakin diperkuat
melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan wakaf uang dan integrasi wakaf
produktif dengansektor keuangansyariahnasional.Model-model baru pengelolaan
wakaf modern telah menunjikkan potensi besar dalam memperkuat ketahanan
ekonomi nasional sekaligus memberdayakan umat melalui investasi berbasis
prinsip syariah (Afifah & Indrayani, 2024). Dengandemikian, pemahamanterhadap
dasar konseptual, fungsi, serta peran strategis wakaf sgat penting untuk
mengoptimalkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional dan
kessejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rohmatillah, 2023).
UndangUndang Nomor 41
. Tahun 2004 Tentang Wakaf hadir
sebagai landasan hukum yang
kokoh ~ untuk menata  dan
mengembangkan praktik wakaf di
Indonesia. Dalam semangatnya,
undang-undang ini tidak hanya
\\ mengatur aspek administratif dan

prosedural, tetapi juga
menggariskan tujuan mulia dari institusi wakaf. Berdasarkan Undantyndang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang/Nakaf BAB Il Pasal 4 tujuan utama wakaf adalah
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi
wakaf di pasal 5 adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahtaan umum
Fungsi Sosial dan Ekonomi Wakaf

Fungsi wakaf tidak hanya terbatas sebagai bentuk amal atau ibadah, tetapi
juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Wakaf dapat
berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, sumber pembiayaan sosialdan
mekanisme perlindungan sosial yang dapat menjangkau masyarakat miskin dan
rentan (Musthofa & Haidlir, 2022; Ridwan, 2012).

Fungsi sosial wakaf dalam masyarakat Islam memiliki peran penting dalam
memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, dan ibadah, §yg kesemuanya
berkontribusi terhadap kesejahteraan umat.Pertama, bidang pendidikan. Wakaf
telah menjadi fondasi berdirinya banyak institusi pendidikan Islam klasik dan
modern, seperti sekolah, pesantren, dan universitas yang dibiayai dari aset wakaf
(Syaiq, 2014). Kedua, bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik berbasis wakaf
menyediakanlayananmedis yangsangatvital, terutama bagikelompok masyarakat
kurang mampu (Selasi, 2021)Ketiga, bidang keagamaan. Hampir seluruh masjid,
musala, dan madrasah di ahia Islam dibangun menggunakan dana atau tanah
wakaf sebagai manifestasi nyata dari peran sosial wakaf dalam memperkokoh
kehidupan beragama (Asytuti, 2012).

Tujuan Wakaf:
memanfaatkan harta benda wakaf
sesuai dengan fungsinya
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Tabel 2. 1. FungsiSosialWakaf

Bidang Peran Wakaf

Pendidikan Mendirikan dan membiayaiinstitusi pendidikan Islam, seperti
sekolah, pesantren, dan universitas.

Kesehatan Menyediakanlayananmedis melalui rumah sakit dan klinik
wakaf, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Keagamaan Membangunmasjid, mushola,dan madrasahdengandana

atautanah wakaf untuk memperkuat kehidupan beragama.

Sumber:Asytuti (2012), Selasi(2021), dan Syafiq(2014)

Wakaf juga berfungsi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat melalui
optimalisasi asetyangadamenjadi sumberekonomi produktif. Denganpendekatan
wakaf produktif, hasil dari pengelolaan properti, bisnis, maupun sektor keuangan
syariah dari aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan
kesehatan, serta kegiatan sosisgkonomi lainnya (Nawawi, 2015; Suherli et al.,
2024). Selain itu, wakaf bergran sebagai investasi sosial berkelanjutan yang
mampu menyediakanpembiayaanmandiri di luar intervensi APBN/D.Melalui cash
wagflinked sukuk wakaf bahkan mampu mendukungkeuangannegarasecaralebih
inovatif dan berkelanjutan (Rahmayati, 2021).

Di tengah ketidakpastian ekonomi, wakaf juga berperan sebagai stabilisator
ekonomi umat. Dana wakaf yang dikelola dengan prinsip keuangan syariah dapat
menjadi cadangan darurat untuk menghadapi resesi atau krisis sosiakonomi,
seperti penyediaan modal usaha mito tanpa riba, program pangan, dan layanan
kesehatan masyarakat (Syafii, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang
efektif bukan hanya mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, tetapi juga
memperkuat ketahanan dan daya tahan ekonomi umat terhadap rtamika global
yangpenuhtantangan.Dengandemikian, wakaf bukan hanyasekadaribadah,tetapi
juga mekanisme pemberdayaan ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara
strategis.

Tujuan Wakaf dalam Pembangunan Nasional

Wakafmemiliki kontribusi besardalammendukungtujuan pembangunannasional,
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta
penguatan ekonomi umat. Berdasarkan arah kebijakan nasional dalam
pembangunan ekonomi syariah, wakaf ditempatkan sebagai instrumen keuangan
sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan
kesejahteraan masyarakat (Asytuti, 2012; Haryanto, 2013; Syakir, 2016). Wakaf
memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama
dengan meningkatkan akses kanan publik berbasis masyarakat seperti
pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan
terhadap usaha kecil dan menengah berbasis wakaf, serta mendorong program
pengentasan kemiskinan dengan menyediakan fasilitas sosial dan ekaniotanpa
membebani APBN/APBD.

Selainitu, wakaf berperan penting dalam mendorong kemandirian sosialdan
ekonomi melalui partisipasi aktif masyarakatdalam pengelolaanasetwakaf secara
berkelanjutan. Wakafjugamenjadiinstrumen strategis dalam mendukungprogram
reformasi agraria dan distribusi aset yang adil dan produktif. Melalui pengelolaan
yang baik dan regulatif, wakaf memiliki potensi untuk memberikan kontribusi
signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan
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mendukung visi Indonesia Emas 2045 (Sujono & Layli, 2022; Tanjung, 2022). Hal
ini dijelaskan pada Gambar 5.
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Gambar 2. 1. Sustainable Development Goals(SDG9
Sumber: United Nations (2018)
Wakaf sebagaiInstrumen Kesejahteraan dan Keberlanjutan
Wakaf meupakan bentuk amal jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan
(sustainability). Dalam konsep keuangan Islam, wakaf adalah sasatunya
instrumen yang tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif dan perpetual
(berkelanjutan). Wakafmemungkinkanterjadinya kesinambunganantarakebaikan
spiritual dan manfaat duniawi yang terus mengalir bahkan setelah pewakaf
meninggaldunia (Tauhid, 2025). Sebagainstrumen kesejahteraanwakaf memiliki
potensi besardalam mendukung pembangunansosialdan ekonomi. Wakaf mampu
mengurangi ketimpangan sosial dengan menjangkau kelompok masyarakat yang
belum terlayani secaraoptimal (Faozanetal.,2025). Selainitu, wakaf jugaberfungsi
mengurangi beban fiskal pemerintah dalam penyediaan layanan dasar publik,
melalui penyediaan faditas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tanpa
membebani anggaran negara (Faozan et al., 2025).

Tidak hanyaitu, wakaf menghasilkanpendapatanpasif yangdapat digunakan
untuk mendukung program sosial lainnya, memperluas cakupan bantuan
kemanusiaan serta memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Melalui
pengelolaan yang profesional dan amanah, wakaf memungkinkan pengembangan
aset milik umat menjadi instrumen ekonomi produktif yang berkelanjutan,
memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut terus angalir kepada masyarakat
lintas generasi (Faozan et al., 2025).

Namun demikian, agar wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai
instrumen kesejahteraan dan keberlanjutan, diperlukan sejumlah upaya strategis
yang terintegrasi. Pertama, dibutuhkan nazhiyang profesional dan berintegritas,
yang mampu mengelola aset wakaf secara amanah, produktif, dan berkelanjutan
(Pertiwi & Litriani, 2024). Kedua, dukungan regulasi dan pengawasan yang kuat
sangatpenting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek
pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 2024).
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Ketiga, perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Badan Wakaf
Indonesia (BWI) beserta perwakilannya di tingkat daerah, mengingat peran
strategis mereka sebagai fasilitator, pembina, dan advokadalam membangun
ekosistem wakaf nasional (Aminuddin et al.,, 2025).Keempat dibutuhkan
digitalisasi dan pengembangan sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi,
guna memperkuat basis data, meningkatkan literasi publik, serta memastikan
transparans dan efisiensi pengelolaanwakaf (Adainuri et al.,2024; Aryana,2021).

"...supayaharta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja

di antara kamu." (Al -1 008 AT @&BP:AO A

Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan tujuan wakaf tidak hanya
penting bagi nazhir, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola
wakaf, termasuk PPAIW diingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai garda
terdepan, PPAIW memiliki peran strategis dalam pembinaan, advokasi, dan
fasilitasi pengelolaan wakaf di tingkat masyarakat (Melinda, 2024).

Mengetahui Perkembangan Perwakafan Nasional

Wakaf merupakaninstit usi Islam yangtelah berakar kuat dalam sejarahumat Islam,
termasuk di Indonesia. Perkembangannya dari Waktu ke Waktu mencerminkan
prosespanjangbagaimanasistemwakaf beradaptasidengandinamika masyarakat,
regulasi negara, dan tantangan zaman (Piliyant2010; Supriyadi & Hadi, 2019).
Dalam konteks nasional, transformasi kelembagaan wakaf di Indonesia menjadi
lebih formal dan sistematis seiring dengan lahirnya Undanggyndang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
(Musthofa & Haidlir, 2022). Salah satu amanah yang menjadi motivasi
pembentukan BWI adalah melanjutkan misi amal jariyah wakif. Hal ini sesuai
dengan AH1 008 AT -Ha§ETA O Al

Selain itu, inovasi wakaf di era digital juga mendorong optimalisasi peran
wakaf dalam mendukung pembangunanberkelanjutan, memperluasmanfaatnyadi
berbagai sektor ekonomi dan sosial (Nuradi et al.,, 2024). Oleh karena itu,
pemahaman mengenai sejarah, transformasi kelembagaan, serta kebijakan yang
mengatur wakaf menjadi penting bagisemua pihak yang berkontribusi dalam
pembangunan nasional di era modern.

Sejarah dan Transformasi Wakaf di Indonesia

Jejak wakaf di Indonesia telah ada sejak masa awal masuknya Islam di Nusantara.
Sejak abad kel3 Masehi, banyak masjid, pesantren, dan ldvaga pendidikan yang
berdiri atas tanah wakaf, menunjukkan bagaimana wakaf menjadi bagian integral
dari kehidupan umat Islam (Kasdi, 2015). Pada masa kolonial Belanda, sistem
wakaf dikelola secaramandiri oleh masyarakat,meskitanpa struktur administratif
dan hukum yangjelas.Wakaftetap berkembangmeskipun belum adaperlindungan
hukum formal yang kuat saat itu (Supriyadi & Hadi, 2019). Pasd@merdekaan,
pemerintah Indonesia mulai berupaya menertibkan administrasi wakaf, yang
ditandai dengan terbitnya Peaturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang
Perwakafan Tanah Milik, yang berfokus pada aspek pencatatan dan administrasi
wakaf, namun masih terbatas pada tanah milik (Hadi, 2020)

Transformasi besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi dengan
lahirnya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang secara
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fundamental mengubah paradigma wakaf dari sekadar kegiatan sosial keagamaan
menjadi instrumen strategis untuk pembangunan sosial ekonomi (Lubis, 2023;
Syahbibi & Hisan, 2023). Undangindang ini juga menjadi landasan berdirinya
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk
mengelola, mengembangkan, dan memajukan wakaf secara nasional (Adainuri et
al.,2024). Selanjutnya,transformasi terus berlanjut denganlahir nya konsep wakaf
uangyangmembukapeluangbaru dalam pengelolaanwakaf, penerapandigitalisasi
sistem wakaf, serta kolaborasi antara BWI dengan lembaga keuangan syariah dan
kementerian terkait (Miftahuddin et al., 2023; Rahmawati et al., 2021). Perubahan
ini menandai pergeseran besadalam praktik perwakafan di Indonesiadari sistem
tradisional menuju tata kelola wakaf yang lebih profesional, transparan, dan
modern, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Jamilullah, 2023;
Pertiwi & Litriani, 2024 ).

Dinamika Regulasi dan Kebijakan Wakaf Nasional

Perkembangan wakaf di Indonesia tidak lepas dari peran regulasi yang
memberikan kepastian hukum bagi tata kelola wakaf. Sebagaimana lembaga
lainnya, wakaf memerlukan kepastian hukum agar dapat dikelola se@aaman,
produktif, dan berkelanjutan (Karuniawati & Qamariyanti, 2024). UndangJndang
Nomor 41 Tahun2004 TentangWakafmenjaditonggakutamadalam sistemhukum
perwakafan di Indonesia. Undanguindang ini mengatur berbagai aspek penting
mulai dari perwakafan benda tidak bergerak hingga benda bergerak. Untuk
memperkuat implementasi UU tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undadgdang
Nomor 41 Tahun2004 TentangWakaf,yangmemperjelasprosedur dan mekanisme
administrasi wakaf, serta memperkuat peran nazhir dalam pengelolaanasetwakaf
(Alimuddin et al., 2025; Fauzy, 2025).

Dinamika kebijakan wakaf di Indonesia menunjukkan semangat reformasi
yang kuat dalam mendorong optimalisasi fungsi wakaf. Fokukebijakan tidak lagi
sebatas pada pelestarian aset wakaf secara statis, melainkan pada pemberdayaan
ekonomi umat melalui model wakaf produktif (Yunita, 2015). Salah satu
manifestasi reformasi ini adalah pelibataraktif lembaga keuangan syariah sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (l-R®/U), yang memperluas
akses masyarakat terhadap instrumen wakaf uang. Sertifikasi nazhir juga menjadi
langkah strategis yang diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi dan
integritas para pengelola wakaf, mejamin profesionalitas dalam pengelolaan aset
(Supriyadi & Hadi, 2019). Namun, dinamika regulasi ini sekaligus menuntut
peningkatan kapasitas semua pihak terkait, termasuk PPAIW. Tanpa pemahaman
yangutuh terhadap regulasiyangberlaku, risiko konflik administratif dan sengketa
hukum dapat terjadi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap
institusi wakaf (Makhrus, 2019).

Tantangan dan Peluang Perwakafan di Era Modern

Di era modern, perwakafan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan
struktu ral dankultural, namun sekaligusdibukakan banyakpeluangstrategis.Salah
satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat
umum maupun di antara para pengelolawakaf, sehinggakesadarandan partisipasi
masyarakat masih terbatas(Faujiah & Imron, 2022). Selain itu, kapasitas nazhir
masih banyak yang lemah, baik dari aspek manajerial maupun finansial,
menyebabkan pengelolaan aset wakaf belum optimal (Wira et al., 2021).
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Pendataan dan pendokumentasian aset wakaf menjadi tantangaserius
dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak aset wakaf yang belum
terinventarisasi dengan baik, yang berdampak pada ketidakjelasan status
kepemilikan serta pengelolaan yang kurang optimal (Imari & Syamsuri, 2017).
Kurangnyadokumentasiresmi dan sertifikasi atasasetwakafini menyebabkanaset
tersebut rentan terhadap sengketahukum dan pengalihanfungsi yangtidak sesuai
dengan maksud wakif (Kurniawan et al., 2021).

Upayainventarisasi, dokumentasi,serta pemetaanasetwakaf secaranasional
perlu dilakukan secarasistematis dan berkelanjutan untuk menjagakeamananaset
serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya(Aryana, 2021).Olehkarenaitu,
inovasi seperti sistem informasi wakaf berbasis digital menjadi salah satu solusi
dalam mempercepat poses pendataan dan pelaporan wakaf (Kurniawan et al.,
2021). Di samping itu, kolaborasi antar lembaga dan sektor, baik pemerintah,
swasta, maupun komunitas, belum terbangun secara sistematis dan terintegrasi,
sehingga potensi besar wakaf sebagai instrumepembangunan ekonomi umat
belum termanfaatkan secara maksimal (Septiana et al., 2024).

Di balik berbagaitantangandalam pengelolaanwakaf, terdapat peluangbesar
yang dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah digitalisasi sistem wakaf yang
memudahkan penc#atan, pelaporan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan
(Syaugi et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan
perusahaanfintech dalam pengelolaanwakaf uangmembukaaksesyanglebih luas
bagi masyarakat untuk berpartisipasidalam wakaf secara lebih mudah dan aman
(Irwansyah, 2022).

Potensi ekonomi wakaf produktif di sektor pendidikan, pertanian, properti,
dan UMKMjugasangatbesar.Melalui pengelolaanwakaf produktif, asetumat dapat
dikembangkan untuk mendukung ketahanan lkonomi nasional (Bayinah et al.,
2021; Yuliana et al., 2023). Lebih jauh, penguatan regulasi dan standarisasi
kelembagaan wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilannya di
daerah akan meningkatkan profesionalitas dan tata kelola yang akuntabel
(lhwanudin et al., 2023). Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah
nasional, khususnya dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
(MEKSI), menjadi katalisator penting dalam memperluas peran wakaf dalam
pembangunan nasional (Mukhlisn, 2022).
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Oleh karena itu, PPAIW harus mampu menjawab tantangan ini dengan
inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar
potensi besar ini dapat terwujud secara optimal.

Peran Strategis Wakaf Produktif di Era Industri 4.0

Era Industri 4.0 ditandai oleh percepatan teknologi sepertibig data, artificial

intelligence, internet of thingsdan sistem otomatisasi. Dalam konteks ini, sistem

wakaf juga perlu beradaptasiuntuk tetap relevan. Konsepwakaf produktif menjadi
jawaban atas kebutuhan tersebut. Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan
wakaf yang tidak hanya menjaga nilai pokok harta wakaf, tetapi juga
mengembangkan dan memanfaatkannya agar menghasilkanilaa ekonomi
berkelanjutan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan pesantren
terpadu, rumah sakit syariah, pusat UMKM, lahan pertanian, hingga properti

komersial (Mutiara, 2024).

Berikut ini adalahbeberapapraktik (bestpracticeg dalam pengdolaan wakaf
di Indonesia yang terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, dampak
ekonomi-sosial, partisipasi publik, serta sinergi lintas sektor, sebagaimana
didukung oleh hasil-hasil penelitian terkini. RangkumanPraktik PengelolaariWWakaf
di Indonesia:

1. Profesionalisasi nazhir dan Penguatan Tata Kelola. Pengelolaan wakaf yang
menerapkan prinsip Good Corporate GovernancgsCG) dan manajemen
profesional terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik,
termasuk dalam konteks wakaf tunai dan wakaproduktif (Hasanah et al.,
2021; Triwibowo, 2020).

2. DigitalisasiWakafdan TeknologiInformasi. Implementasiteknologi informasi
seperti sistem ewakaf, QR Code, hinggalockchain memberi kemudahan
akses publik terhadap layanan wakaf serta transparansi pgelolaan aset
wakaf (Mufid, 2024).

3. Peningkatan Partisipasi Publik Melalui Inovasi Digital. Digitalisasi
memperluas partisipasi masyarakat melalui aplikasi dan platformonline,
serta menjembatani generasi muda untuk berkontribusi dalam wakaf
(Choirunnisak & Jihad, 2024).

4.  SinergilLintas Sektordan Kelembagaan. Kolaborasantara BWI, Kementerian
Agama, ATR/BPN, hingga perbankan syariah dan fintech menciptakan
ekosistem wakaf yang lebih sistemik dan efisien (Nuridah et al., 2023).

Dalam konteks pengembangan wadf produktif di daerah, peran Perwakilan
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat strategis
sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat ditentukan olk sinergi dan
kolaborasi aktif antara PPAIW dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Nazhir lokal,
serta masyarakat luas. Kolaborasi ini tidak hanya penting dalam hal pelaksanaan
program, tetapi juga padatahap perencanaangdukasi,pengawasandan penguatan
kapasitas nazhir. Penelitian yang dilakukan oleh Sobiyanto et al. (2023)
menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai motor
penggerak ekonomi daerah, khususnya melalui dukungan kebijakan dan sinergi
lembaga lokal yang baik. Peran Wakaf dalariMlembantu Pemulihan Ekonomi
Nasional.Hal ini jugaditegaskandalam studi Al-Haddad& Islamiyah (2017) bahwa
keterlibatan aktif nazhir dan fasilitasi digital oleh BWI berperan penting dalam
inovasi dan transparansi pengelolaan wakaf di tingkat lokal.
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Dengan demikian, perkembangan perwakafan nasional tidak dapat
dipisahkan dari sejarah, regulasi, tantangan zaman, dan peluang strategis yang
terus berkembang. Dengan memahami konteks ini, peserta diharapkan memiliki
wawasan menyeluruh untuk mengambil peran akf dalam membina, mengelola,
dan mengembangkan wakaf secara profesional dan berdampak.

Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Sesi ini adalah materi pembuka sebelum masuk ke materi umum dan materi inti.

Materi pembuka terbagi menjadi 5 kegiatan utama, pertama yak berupa

perkenalan. Sesi perkenalan ini penting untuk membangun suasana yang hangat

dan akrab antar peserta serta dengan fasilitator. Tujuannya adalah untuk
menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kolaboratif.

Kegiatankeduaberupa overviewmateri, yakni memberikan gambaranumum
tentang topik-topik yang akan dibahas selama pembinaan. Ini membantu peserta
memahami alur dan keterkaitan antar materi. Selain itu juga menjabarkan agenda
lengkapuntuk peserta,termasuk Waktu istirahat, sesidiskusi, dan aktivitas lainnya.
Denganagendayangjelas,pesertadapat mengatur Waktu dan mempersiapkandiri
dengan baik.

Kegiatan ketiga berupa kontrak belajar, membuat kesepakatan mengenai
aturan dan tata tertib selama pembinaan, seperti partisipasi aktif, mengharga
pendapatorang lain, serta penggunaangadget.Kontrak belajar ini bertujuan untuk
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif.

Kegiatan keempat berupa Prdest dan Ekspektasi. Praest dilakukan untuk
mengukur pemahaman awapeserta mengenatopik yangakan dibahas. HasiPre-
test ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian materi pembinaan.
Sedangkan ekspektasi peserta memberikan kesempatan kepada peserta untuk
menyampaikan harapan dan ekspektasi mereka terhadap kegiatan pembinaan.
Fasilitator dapat menggunakaninformasi ini untuk menyesuaikanpendekatandan
materi agar sesuai dengan kebutuhan peserta.

Kegiatan kelima berupa Ice Breaking dan Dinamika Kelompok. Ice Breaking
bertujuan untuk mencairkan suasana, menghilangkan keteganganserta
membangun interaksi positif antar peserta. Sedangkan dinamika kelompok yakni
Latihan atau permainan yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama tim,
komunikasi, dan rasa saling percaya antar peserta.

Tujuan Materi Pembinaan

Adapuntujuan materi pembuka adalahsebagaiberikut:

1. MembangunAntusiasme.Materi pembukayangmenarik dan interaktif dapat
membangkitkan semangat peserta untuk mengikuti pembinaan dengan
antusias.

2. Menciptakan Koneksi. Sesi perkenalan dalte Breakingmembantu peserta
saling mergenal dan membangun jaringan.

3.  Memberikan KejelasanOverviewmateri dan agenda memberikan gambaran
yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana pembinaan akan
berjalan.

4. Menetapkan Ekspektasi. Pretest dan sesi ekspektasi membantu
menyelaraskanharapan peserta dengan tujuan pembinaan.

Dengan materi pembuka yang terstruktur dan disampaikan dengan baik,
peserta akan merasa lebih siap, termotivasi, dan memiliki dasar yang kuat untuk
mengikuti seluruh rangkaian pembinaan
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Kriteria Unjuk Kerja
1. Memahami Fungsidan Tujuan Wakaf
2.  Mengetahuiperkembanganperwakafan nasional
3. MemahamiPeran,tugas,dan wewenangPPAIW
Indikator Unjuk Kerja
1. Mampumenjelaskanfungsidan tujuan wakaf
2.  Mampumenjabarkanperkembanganperwakafandi Indonesia
3. Mampumemberikan contoh peran tugasdan wewenangPPAIW
Metode
Metodeyangdigunakandalam pelaksanaanpembinaanini meliputi:
1. GimPerkenalan
2. IceBreaking
3.  Diskusiinteraktif
4.  Diskusikelompok
5. Curahpendapat
Waktu
120 menit
Perlengkapan dan Bahan
1. Kertasflip chart
2 Spidolbesardan kecil
3. Kertasmetaplan/post-it
4. KertasHVS
5. Materi Overview kegiatandan alur pembinaan
6. SusunanAcaraacarapembinaan
Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi
Susunanacarakegiatanpembinaansebagaimanaliuraikan padaTabel2.4.
Tabel 2. 2. Langkah-Langkah Fasilitasi Memahami Pengetahuan Dasar
Perwakafan
No Waktu Aktivitas
1 5 menit Pembukaan
Fasilitator menyapa peserta dengan salam da
memperkenalkan diri, serta menyampaikan
tugas dan perannya.
Membuka dan mengajak peserta memulai se:
dengan membaca basmnah bersamasama.
2 10 menit Ice BreakingPembuka:Bos Berkata
Konsep Dasar
Permainan "Bos Berkata" sangat sederhani
namun  membutuhkan konsentrasi dan
kecepatandari para peserta. Intidari permainan
ini adalah mengikuti instruksi yang diberikan
oleh "Bos", namun hanyajika instruksi tersebut
diawali dengan kata "Bos Berkata". Jiki
instruksi
tidak diawali dengan "Bos Berkata", make
peserta tidak boleh melakukannya.
CaraBermain



No

Waktu

30 menit
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Aktivitas

PenunjukanBos:Pilih satuorang untuk menjadi
"Bos". Bos dapat dipilih secara sukarela
ditunjuk, atau diundi.

Instruksi: Bos akan memberikan berbagal
instruksi, baik yang logis maupun yang aneh.
Contohnya:

"BosBerkata: Angkattangankanan!"

"Bos Berkata: Sentuh hidung!"
"Pegangtelinga!" (tanpa "Bos Berkata")
ReaksiPeserta:Pesertaharus dengancepatdan
tepat mengikuti instruksi yang diberikan oleh
Bos, namun hanya jika instruksi tersebut
diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika Bc
memberikan instruksi tanpa "Bos Berkata",
peserta tidak boleh bergerak gau melakukan
apapun.

Eliminasi: Peserta yang salah mengikut
instruksi (melakukan gerakan saat tidak ada
"Bos Berkata" atau tidak melakukan gerakar
saat ada "Bos Berkata") akan keluar dar
permainan.

Pemenang: Peserta terakhir yang bertahai
menjadi pemenang.

Tujuan Permainan

Mencairkan Suasana

Melatih Konsentrasi

MeningkatkanRefleks

Membanguninteraksi

Materi Ice Breaking Perkenalan: Tetangga
Sebelah

KonsepDasar
Permainan"TetanggaSebelah"adalahcarayang
interaktif untuk saling mengenal nana dan
sedikit informasi tentang peserta lain.
Permainan ini melibatkan daya ingat dan
kemampuan mendengarkan.

CaraBermain

Duduk Melingkar: Semua peserta dudul
membentuk lingkaran.

Perkenalan Awal: Mulai dari satu orang
sebutkan nama Anda dan sesuatu téang diri
Anda (misalnya, hobi, makanan favorit, atat
pengalamanmenarik). Contoh:"NamasayaAni,
dan saya suka mendaki gunung."”
"TetanggaSebelah":Orangdi sebelahkanan Ani
kemudian memperkenalkan "tetangga
sebelahnya" (yaitu Ani) dengan mengulangi



No

Waktu

30 menit
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Aktivitas

nama dan informasi Ani, lalu menambahkar
nama dan informasi tentang dirinya sendiri.
Contoh:"Ini Ani yangsukamendakigunung,dan
namasayaBudi, sayasukabermain sepakbola.”
Berlanjut: Orang berikutnya di sebelah kanar
Budi memperkenalkan "tetangga sebelahnya’
(yaitu Budi dan Ani) dengan mengulangi
informasi mereka,lalu menambahkannamadan
informasi tentang dirinya sendiri.

Terus Berputar: Permainan berlanjut hingga
semua peserta memperkenalkan diri dan
"tetangga sebelahya" secara bergiliran.

Tujuan Permainan

Mengingat Nama

Mengenal Peserta

Mencairkan Suasana

Membanguninteraksi

MembuatKomitmen Belajar: PermainanPohon
Komitmen

KonsepDasar

PohonKomitmen adalahpermainan visual yang
melibatkan representasi gafis sebuah pohon.
Setiap "daun" pada pohon tersebut beris
komitmen belajar yang dibuat oleh masing
masing peserta. Permainan ini bertujuan untuk
memvisualisasikan komitmen belajar secare
kolektif dan menciptakan rasa tanggung jawak
bersama terhadap kelerhasilan training.
CaraBermain

Persiapan:

Siapkanpapantulis atau kertas besaruntuk
menggambar pohon.

Siapkankertas kecil atau sticky notes
berwarna-warni sebagai'daun”.

Siapkan alat tulis.

MenggambarPohon:

Fasilitator menggambargambarpohon besar di
papan tulis atau kertas besar. Pohon dape
digambar dengan sederhana, hamun usahake
agar memiliki banyak cabang untuk
menampung "daun” komitmen.

Membuat Komitmen:

Fasilitator menjelaskan apa itu komitmen
belajar dan mengapapenting dalamtraining.
Setiap peserta diberikan beberapa lembar
kertas kecil atau sticky notes.



No

Waktu

30 menit

15 menit

22

Aktivitas

Setiap peserta menuliskan satu komitmen
belajar mereka di setiap lembar kertas atau
sticky notes.Komitmen belajar ini sebaiknya
spesifik, terukur, dapatdicapai, relevan,dan
terikat Waktu (SMART). Contoh:
"Sayaberkomitmen untuk aktif bertanya dan
berdiskusi selama training."
"Sayaberkomitmen untuk tidak menggunakan
gadget saat sesi berlangsung.”

"Saya berkomitmen untuk menerapkan
pengetahuan yang saya dapatkadari training
dalam pekerjaan saya."

Menempelkan"Daun" Komitmen:

Setelah menuliskan komitmen mereka, setiay
peserta secarabergantian menempelkankertas
atau sticky notestersebut di cabangcabang
pohon yang telah digambar.

Saat menempelkan "daun" komitren, peserta
dapat menjelaskan secara singkat komitmet
yang mereka buat.

Tujuan Permainan

Memvisualisasikan Komitmen

Meningkatkan Kesadaran
MenciptakanRasaTlanggungJawab
Membangun Suasana Positif
OverviewKegiatanPembinaan

Fasilitator menjelaskan overview kegiatan dan
alur  kegiatan kemudian memberikan
kesempatankepadapesertauntuk menanggapi.
Setelah itu fasilitator meminta kesepakatan
dengan peserta terkaitSusunan Acar&egiatan.
Beri semangat kepada peserta untuk
berkomitmen melaksanakan kontrak belajar
yang sudah disepakati.

Pre-test

Pre-testatau tes awal dalam pembinaan wakaf
memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:
Mengukur PemahamanAwal Peserta: Pre-test
membantu mengidentifikasi sejauh mana
pemahaman awal peserta tentang regulasi
wakaf, kelembagaanBWI, nazhir dIl. Hal ini
penting untuk mengetahuitingkat pengetahuan
peserta sebelum peLatihan dimulai.
Mengidentifikasi Kebutuhan Pembelajaran:
Dengan mengetahui tingkat pemahamat
peserta, Pre-Test membantu mengdentifikasi



No

T. Latihan
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Waktu Aktivitas

area mana saja yang perlu mendapatka
penekanan lebih dalam materi pembinaan.
Evaluasi Awal Efektivitas Training: HasilPre-
Test dapat digunakan sebagai bahan evalua:
awal terhadap efektivitas pembinaan. Dengar
membandingkan hasil Pre-Test dan PostTest
(tes akhir), kita dapat melihat sejauh mang
pembinaan telah meningkatkan pemahamar
peserta.
Persiapan Materi: Hasil Pre-Test dapat
membantu fasilitator atau pengajar dalam
menyesuaikan materi training agar lebih
relevan dengan kebutuhan dan tingkat
pemahaman peserta.
Penutupan
Fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih
kepadapesertayangtelah bekerja samadengan
baik dan berpartisipasi aktif dalam sesi ini.
Tekankan bahwa kerja sama sangat diperlukal
agar proses penbinaan Dberjalan lancar,
kondusif, menyenangkan dan hasil belajar
menjadi optimal.

120 menit

1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Apa persamaan dan
perbedaannya?

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam
kehidupan masyasrakat. Berikan masingnasing satu contoh penerapannya.

Kunci Jawaban

1. Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang/ndang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Apa persaraa dan perbedaannya?

a.

Menurut Hukum Islam

Wakaf adalah menahan suatu benda (harta) yang dapat diambil
manfaatnya tanpa mengurangi fisik harta tersebut, dan menyalurkan
manfaatnya untuk kepentingan di jalan Allah f{ sabilillah). Artinya,
harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, dan
manfaatnya diberikan untuk tujuan ibadah atau sosial.

Menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf (Pasal
1 ayat 1):

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian hrta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Persamaan

a.

Keduanya menekankan pada penahananharta pokok dan pemanfaatan
hasilnya untuk tujuan ibadah dan sosial.
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Samasama menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan
kepemilikannya, serta harus dikelola sesuai prinsip syariah.

Perbedaan

a.

b.

Dalam hukum Islam, penjelasan wakaf lebih bersifat normatif dan bersandar
pada prinsip amaljariyah, tanpa pembatasan formal tertentu.
DalamUndangUndangNomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf,definisi wakaf
lebih legal-formal, termasuk pengakuanataswakaf sementara(jangka Waktu
tertentu) dan mencakup berbagai bentuk harta (benda bergerak dan tida
bergerak), serta prosedur hukum administratif.

1. Fungsisosialsertafungsi ekonomiwakaf dalamkehidupan masyarakat.

Berikan masing-masingsatu contoh penerapannya
FungsiSosialWakaf
Wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mendukung
pelayanan publik berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Wakaf berperan
sebagai bentuk amal jariyah yang dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan umat, khususnya dalam bidang pendidikan, keagamaan,
kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.

Contoh Penerapan: Pembagunan masjid, madrasah, atau pesantren di
atas tanah wakaf yang dapat dimanfaatkan secara termenerus oleh
masyarakat, tanpa pungutan biaya.

FungsiEkonomi Wakaf:

Selain fungsi sosial, wakaf juga memiliki fungsi ekonomi. Wakaf produktif
dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat finansial yang dapat
digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan
masyarakat.Wakafberkontribusi dalam pengentasarkemiskinan, penciptaan
lapangan kerja, dan peningkatan kemandirian ekonomi umat.

Contoh Renerapan: Pengelolaan lahan wakaf sebagai kebun atau
pertanian produktif, di mana hasil panennya digunakan untuk mendanai
beasiswasantri, membantufakir miskin, atau menopangoperasionallembaga
pendidikan Islam.

Umpan Balik

Setelah mempelajari pengetahua dasar perwakafan, peserta diharapkan mampu
memahamikonsep,fungsi, dan tujuan wakaf serta peran strategisnya.Pemahaman
ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengelolaan wakaf.
Sebagai tindak lanjut, peserta dapat menerapkan materi dah mendukung tata
kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
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BAB I
PERATURANPERUNDANGUNDANGANTERKAIT PENGELOLAANDAN
PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Ringkasan

Bab ini membahas berbagai aspek penting terkait regulasi pengelolaagan
pengembangan harta benda wakaf dalam sistem hukum nasional. Pembahasan
mencakupjenis-jenis regulasi perwakafan, hirarki danrelasi antar peraturan, serta
peran strategis regulasi dalam tata kelola wakaf. Selaitu, bab inijuga membahas
potensi permasalahan akibat lemahnya pemahaman terhadap regulasi, serta
keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola dan menerapkan ketentuan
hukum secara tepat.

Selanjutnya, dijelaskan pula prospek harmonisasi regulasi yang lebih efekiif
untuk mendukung tata kelola w&af yang transparan dan profesional. Sebagai
penutup, bab ini menyajikan pengantar terhadap fasilitasi pembinaan, yang
menjadi bagian integral dalam peningkatan kapasitas PPAIW terkait pemahaman
dan implementasi regulasi perwakafan.

JenisRegulasi Perwakaf an dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam pengelolaan wakaf, pemahaman terhadap jenjgnis regulasi sangat
penting untuk memastikan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur.
Regulasi perwakafan di Indonesia tidak hanya terbatas pada Undatmndang,
tetapi meliputi berbagai lapisan peraturan yang saling terkait dan membentuk
sistem hukum yang utuh.

Tabel 3. 1L RegulasiPerwakafandi Indonesia
JenisRegulasi Deskripsi
Undang-Undang (UU) Sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem
perwakafan,seperti UUNo0.41 Tahun 2004 tentang

Wakaf.

Peraturan Pemerintah MenjabarkanpelaksanaanUUsecaralebih teknis,

(PP) seperti PP No. 42 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Dikeluarkan oleh Kementerian terkait, seperti
Kementerian Agama,untuk teknis operasionaldi
lapangan.

Peraturan BWI Berisi kebijakan dan pedomanteknis dari Badan

Wakaf Indonesia sebagai lembaga pelaksana
pengembangan wakaf.

Keputusan Bisaberasaldari BWI atau instansi lain, bersifat
penugasan atau pengesahan.

Perdirjen, Instruksi, Merupakan bentuk regulasi administratif yang

dan Surat Edaran digunakan untuk menjabarkan kebijakan secara
operasional,terutama di tingkat pelaksanaseperti
KUA.

Hirarki dan Relasi Antar Regulasi

Hirarki peraturan perundang-undangandi Indonesiadiatur dalamUndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangndangan,
sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Hirarki ini penting agar
regulasiyangdibentuk memiliki kepastianhukum, tidak tumpangtindih, dansaling
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mendukungsatu samalain.

Hirarki peraturan perundang-undangandi Indonesiaadalahsebagaiberikut:

UndangUndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945)

UndangUndang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

(Perppu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Menteri / Lembaga(Permen/ Perka/ Perbadan/ dll)

Peraturan Daerah(PerdaProvinsi dan Kabupaten/Kota)

Dalam konteks pengelolaan wakaf, masingmasing tingkatan regulasi

memiliki fungsi sebagai berikut:

1. UndangUndang (UU). UU membekan dasar hukum tertinggi setelah UUD
untuk pengaturan wakaf. Contohnya adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, yang menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan wakaf di
Indonesia. Selanjutnya, penetapkan prinsiprinsip pokok, seperti definisi
wakaf, syarat nadzir, jenis harta wakaf, dan mekanisme peralihan.

2. Peraturan Pemerintah (PP). PP menjabarkan dan mengatur ketentuan teknis
pelaksanaan dari UU. Misalnya: PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur lgbrinci mengenai tata
cara perwakafan, pencatatan, hingga pengelolaan harta wakaf. PP ini
berfungsi untuk menyambungkan norma umum dalam UU dengan realitas
implementasi di lapangan.

3. PeraturanPresiden(Perpres). Perpresdapat dibentuk untuk mengatur lintas
kementerian atau penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan wakaf,
misalnya penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau digitalisasi
wakaf.

4. Peraturan Menteri (Permen). Permen bersifat lebih teknis dan spesifik.
Contoh: Permen Agama RI yang mengatur temg tata cara pendaftaran
nadzir, laporan pengelolaan wakaf, sertifikasi tanah wakaf, dan laiain.
Selanjutnya, memberikan arahan administratif kepada aparatur pelaksana,
khususnya Kementerian Agama sebagai pembina wakaf.

5. Peraturan Daerah (Perda). Beb@&pa daerah mengatur pelaksanaan wakaf
melalui Perda, menyesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan
kebutuhan lokal. Misalnya Perda tentang pengelolaan tanah wakaf,
pengawasan wakaf produktif, atau kerja sama dengan lembaga keuangan
syariah daerah.

Relasi Antar Regulasi adalah berkaitan dengan kesinambungan dan
pembagian peran. Pertama, kesinambungan hukum. UU memberikan kerangka
normatif, sementara PP dan Perpres bertugas menerjemahkan norma ke dalam
bentuk teknis operasional. Permen dan Perda menga pelaksanaan praktis di
lapangan (Mulyani, 2020).

Kedua, pembagian peran. Setiap regulasi memiliki ruang lingkup dan
kewenanganmasing-masing.Permentidak boleh bertentangandenganUUdan PP.
Hirarki ini menjamin koordinasi lintas level secara legal da fungsional
(Yusdheaputra, 2023).

Dengandemikian, hirarki danrelasi antar regulasidalamkonteks pengelolaan
wakaf dapat memberikan beberapaimplikasi. Pertama,MencegahTumpangTindih
Kebijakan. Dengan memahami hirarki ini, setiap pelaku wakaf, baik dair, wakif,
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maupun pemerintah daerah, dapat menjalankan fungsi dan perannya tanpa
melanggar ketentuan yang lebih tinggi.

Kedua, Menjamin Kepastian Hukum. Regulasi yang terstruktur memudahkan
proses Sertifikasi tanah wakaf, Perubahan status harta wakRengelolaan wakaf
produktif, serta Audit dan pengawasan nadzirKetiga, Mendukung Kolaborasi
Multi -Instansi. Misalnya dalam wakaf tunai atau wakaf melalui lembaga keuangan,
dibutuhkan sinergi antara Kemenag, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BWI, dan
lembaga leuangan. Perpres atau PP berperan sebagai jembatan koordinasi.

Relasi Antar Regulasi adalah berkaitan dengan kesinambungan dan
pembagian peran

Pemahanan terhadap hirarki dan relasi antar regulasi dalam pengelolaan
wakaf sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum,
maupun kebijakan yang saling bertentangan. Dengadgemikian, regulasi bukan
hanya alat hukum, tetapi juga instrumen penguatan tata kelola wakaf nasional
menuju kebermanfaatan sosial yang lebih luas.

Peran Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf

Regulasi berperan sebagai pedoman operasional yang fundamental dalam

pengelolaanwakaf. Denganadanyaaturan yangjelasdan terstruktur, PPAIWdapat

menjalankan tugas dan kewenangannya secara legal, terarah, dan akuntabel.

Regulasi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset

wakaf, gunamencegahterjadinya konflik, penyalahgunaanmaupun sengketayang

dapat merugikan tujuan wakaf.

Ketaatanterhadap regulasimencerminkantanggungjawab moral dan hukum
terhadap pihak-pihak yangterlibat dalamwakaf, khususnyawakif (pemberi wakar)
dan i A ON O £ (pénérimA Ehénfaat wakaf). Dengan demikian, regulasi tidak
hanya memastikan aspelkepatuhan hukum, tetapijuga memperkuat kepercayaan
dan keberlanjutan pengelolaan wakaf dalam jangka panjang.

Potensi Masalah Akibat Lemahnya Pemahaman Regulasi

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dalam pengelolaan wakaf dapat

menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum, administratif,

maupun sosial.Ada4 (empat) potensi masalahyangdapattimbul akibat kurangnya
pemahaman terhadap regulasi dalam pengelolaan wakaf.

1. Wakaf Tidak Tercatat Secara Sah. Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum
dapat menyebabkan wakaf tidak dicatat secara resmi melalui akta ikrar
wakaf. Akibatnya, harta bendawakaf tidak memperoleh perlindungan hukum
yang memadai dan rawan disalahgunakan atauldaim pihak lain.

2. Konflik Status Tanah Wakaf. Lemahnya pemahaman tentang regulasi
pertanahandan perwakafan dapatmemicu sengketakepemilikan ataustatus
tanah antara keluarga pewakaf, nazhir, maupun pihak ketiga, terutama jika
tidak disertai sertifikat w akaf yang sah.

3.  Penyimpangan dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Pengelolaan wakaf uang
tanpa mengacu pada pedoman resmi yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menimbulkan
penyimpangan, baik dari segi syariah maupun tata kel keuangan.

4. Kesalahan Administratif. Misalnya, terjadi penunjukan nazhir yang tidak
memiliki sertifikasi atau belum mendapatkan pembinaan, sehingga tidak
memenuhisyaratlegalitasdan kapasitasuntuk mengelolaharta wakaf secara
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amanahdan profesional.

Keterampilan Penting dalam Mengelola Regulasi

Agar mampu mengimplementasikan peraturan perwakafan secara benar dan

efektif, PPAIW perlu memiliki sejumlah keterampilan strategis. Keterampilan ini

tidak hanyabersifat administratif, tetapi jugamencakupaspek interpretasi hukum
dan koordinasi lintas lembaga.

Adab5 keterampilan penting dalam mengelolaregulasi.

1. Pemahaman Regulasi. PPAIW harus mampu membaca dan menafsirkan
berbagai peraturan, mulai dari UU, PP, hingga pedoman tekmisintuk
menghindari kesalahanprosedural dalam proses wakaf.

2. Adaptasi Kontekstual. PPAIW perlu menyesuaikan pelaksanaan regulasi
dengan kondisi sosial dan administratif daerah, tanpa menyimpang dari
ketentuan hukum nasional.

3. Koordinasi Lintas Lembaga. Kemampuan menjalin kerja sama dearg BPN,
Pemda, Kementerian Agama, dan lembaga keuangan sangat penting untuk
kelancaran pelaksanaan wakaf.

4. Penyusunan Dokumen Hukum. PPAIW wajib menyusun dokumentasi wakaf
secara lengkap dan sah, mencakup akta, data wak#édzir, serta informasi
objek wakafsesuai aturan yang berlaku.

Prospek Harmonisasi Regulasi dan Tata Kelola Wakaf

Denganpemahamanyangbaik terhadap regulasi,pengelolaanwakaf di masadepan

dapat dilakukan secara lebih terstruktur, profesional,dan adaptif. Penguatan sistem

regulasi dandigitalisasi layanan wakaf akan mendukung:

1. Peningkatankepercayaanmasyarakat,

2. Integrasi datawakaf nasional,

3. Kemudahandalamsertifikasi dan pemanfaatanasetwakaf,

4.  Kolaborasiyangsehatantara sektor publik, swasta,dan masyarakat.

Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas

dan peran PPAIW. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf
sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai
tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundangndangan
wakaf.

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perakafan. Materi ini
memberikan pengetahuandan keterampilan praktis dalam pengelolaanwakaf yang
sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai
konsep dasar, rukun, syarat, dan jengenis wakaf.

Tujuan Materi Pembinaan

Setelahmendapatkanmateri ini, pesertadiharapkan akan mampu:

1. Memahamiregulasidan kebijakanwakaf di Indonesia

2.  Memahamiperkembanganterkini wakaf di Indonesia

3.  Memahamiwakaf sebagaisolusi pembangunanberkelanjutan.

Kriteria Unjuk Kerja

1. Memahamiberagamjenis peraturan perwakafan.




























































































































































































































































